GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 641/KPTS/SATPOL.PP/2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
PADA PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf

g dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan

Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, perlu

menetapkan  Keputusan  Gubernur tentang  Standar

Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat pada Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan

Massa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman, Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158);



